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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap 
kegiatan usaha menurut Peraturan Daerah kota makassar no.4 tahun 2011 tentang 
pengelolaan sampah? Pokok masalah selanjutnya di-breakdown Ke dalam beberapa 
submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Faktor apa sajakah yang menjadi 
pendukung maupun penghambat pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran izin 
kegiatan usaha pengelolaan sampah di kota Makassar? 2) Apa langkah-langkah yang 
harus di tempuh dalam tercapainya efektifitas pelaksanaan sanksi terhadap 
pelanggaran izin kegiatan usaha menurut perda kota Makassar tentang pengelolaan 
sampah di kota makassar? 
Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: yuridis sosiologis, adapun sumber data penelitian ini bersumber 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, 
Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik 
secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian tehnik pengolahan dan analisa 
data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: menjelaskan, menguraikan 
dan menggambarkan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal ini, terdapat beberapa 
faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan sanksi kegiatan usaha pengelolaan 
sampah terkait Perizinan Kegiatan Usaha Pengelolaan sampah yaitu faktor substansi 
peraturan perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini adalah Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dikota Makassar, faktor 
aparatur penegak hukum terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan 
faktor masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah maupun 
masyarakat yang tidak melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, kemudian 
langkah-langkah yang harus ditempuh dalam tercapainya pelaksanaan Perda Kota 
Makassar No. 4 Tahu  2011 ada beberapa aspek yaitu aspek substansi hukum, aspek 
kelembagaan dan aparat penegak hukum, dan aspek budaya hukum masyarakat, maka 
dari itu pemerintah perlu lebih melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan 
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usaha pengelolaan sampah dan lebih rutin melakukan pembinaan dan edukasi 
terhadap masyarakat demi membangun kesadaran masyarakat mematuhi peraturan 
sebagaimana mestinya. 
Implikasi dari penelitian ini adalah : 1) Kemudian diperlukan pengawasan 
yang ketat oleh pemerintah yang berwenang dalam penegakan pelanggaran izin 
kegiatan usaha pengelolaan sampah agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa 
ditindak lanjuti. 2) Kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap 
Peraturan Daerah yang akan diterapkan sehingga masyarakat tahu bagaimana dan 
dimana mereka harus mengurus proses pengurusan izin kegiatan usaha pengelolaan 





A. Latar Belakang Masalah 
 Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab 
sebagaimana telah diatur  dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah memberikan kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuannya 
demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Ini berarti 
dengan adanya otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat 
sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi 
masyarakat terutama dalam hal izin pengelolaan kegiatan usaha baik yang 
dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha. 
  
 Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 
No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam undang-undang 
tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha 
pengelolaan sampah harus memiliki izin dari pemerintah daerah. dalam 
undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah di 
perlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan 
pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga 
pengelolaan sampah dapat bejalan secara proporsional, efektif dan efisien, 
termasuk dalam kegiatan usaha pengelolaan sampah. Sebagai bentuk 




yang terikat dengan perizinan kegiatan usaha berdasarkan potensi yang ada di 
daerah. Salah satu perizinan kegiatan usaha yang cukup potensial adalah 
perizinan kegiatan usaha pengelolaan persampahan seperti yang dilakukan oleh 
pemerintah kota makassar dengan menerbitkan Peraturan Daerah kota 
makassar No. 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Dalam Peraturan 
Daerah tersebut, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha 
pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 
 Mempertimbangkan luasnya cakupan Peraturan Daerah tersebut mengenai 
pengelolaan sampah  terkhusus luasnya pada penerapan sanksi kegiatan usaha 
pengelolaan sampah, maka peneliti lebih memfokuskan pada sanksi 
administratif dan sanksi pidana. Pertimbangan ini karena didasarkan bahwa: 
1. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, berbagai penelitian terdahulu, 
tema sampah lebih banyak pada pengelolaannya, tidak membahas 
mengenai sanksi yang diterapkan sehingga menjadi hal yang menarik 
untuk di teliti. 
2. Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran kegiatan usaha 
pengelolaan sampah dalam konteks otonomi daerah juga menunjang 
dalam meningkatkan PAD  di indonesia. Kota makassar menjadi salah 
satu kota yang mengambil pilihan untuk melakukan kebijakan tersebut. 
3. Dalam kegiatan usaha pengelolaan sampah, ada sanksi yang harus 
diterapkan oleh pemerintah yang berwenang terhadap keberlangsungan 




dilimpahkan walikota kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
selaku pelaksana kebijakan dapat terkontrol (checks and balances) 
sehingga membuat peneliti tertarik untuk penelitian ini. 
 Ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan 
jumlah penduduk di kota makassar dan bertambahnya kebutuhan melakukan 
kegiatan usaha sehingga kegiatan usaha terkait dengan pengelolaan sampah 
tanpa izin atau tidak memiliki izin dari pemerintah daerah akan terus 
meningkat. Data yang dikeluarkan badan pusat statistik kota makassar, jumlah 
penduduk kota makassar pada tahun 2015 mencapai 1,7 jt jiwa.1 Kondisi 
tersebut, memperlihatkan bahwa potensi sampah di kota makassar seiring 
dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Permasalahan tersebut 
juga menjadi fokus penyelesaian utama bagi Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang memiliki tanggung 
jawab di bidang persampahan/kenersihan. 
 Selain alasan di atas dalam Al-qur’an pun dijelaskan untuk menjaga bumi 
ini dengan tidak membuat kerusakan sebagaiman penjelasan dalam Q.S al-
A’raf/7:56 Allah berfirman: 
 ًعَمَط َّواًفْوَخ ُهْوُعْداَواَهِحَلَْصِاَدعَب ِضَْرْلَا ىِفاْوُدِسْفُتَلََو َّنِا ا
 َتَمْحَر َنْيِنِسْحُمْلا َن ِّم ٌبْيِرَق ِ َّاللَّ  
Terjamahannya :  
 “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memeperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa takut dan 
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harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 
berbuat baik”.2 
 
 Dalam surah Al-A’raf yang terkandung dalam tafsir Departemen Agama 
dijelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia agar tidak membuat kerusakan 
di muka bumi, seperti merusak sesama manusia, alam sekitar dan sebagainya. 
Bumi diciptakan oleh Allah SWT dengan segala kelengkapannya yang 
ditujukan untuk keperluan hidup manusia di muka bumi demi kesejahteraan 
mereka. Maka dari itu manusia dilarang merusak sesamanya, maupun alam 
sekitar yang mampu menyambung kehidupannya. Anjuran untuk berbuat baik 
itu sudah tertanam dalam Al-qur’an yang diwariskan oleh Allah SWT kepada 
Rasulnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw. 
 Selain itu dengan melihat asas berkelanjutan dalam Peraturan Daerah 
nomor 4 tahun 2011 pada Bab III Asas dan Tujuan Pasal 3 yang menyatakan 
bahwa : 
 “ Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, 
asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai 
ekonomi”. 
 
 Dimana asas berkelanjutan mengandung makna bahwa setiap orang 
memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, serta 
terhadap sesamanya dalam satu generasi. 
 Berkaitan dengan uraian diatas , penulis ingin mencoba mendeskripsikan 
sekaligus menganalisis masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ 
Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran izin kegiatan usaha meneurut 
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Peraturan Daerah kota makassar nomor 4 tahun 2011 tentang 
pengelolaan sampah “ 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Dalam penelitian ini menjadi fokus permasalahan yakni Pelaksanaan 
sanksi terhadap pelanggaran izin kegiatan usaha menurut Peraturan Daerah di kota 
makassar nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Pengertian 
pelaksanaan adalah proses atau cara perbuatan melaksanakan. Sanksi adalah 
akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau 
organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi 
hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata 
tertib masyarakat. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk 
melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan 
yang telah dibuat. Izin adalah perkenan atau pernyataan mengabulkan, tidak 
melarang dan sebagainya.  Kegiatan Usaha adalah suatu aktifitas atau kegiatan 
dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. 
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
dewan perwakilan rakyat daerah (gubernur/bupati/walikota). Peraturan Daerah 
terdiri atas Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Dan 
pengelolaan sampah didefinisikan adalah semua kegiatan yang bersangkut paut 
dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transfortasi, 
pengolahan dan pemprosesan akhir/pembuangan sampah, dengan 
mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, 




masyarakat.3 Pengelolaan sampah adalah proses akhir dalam melakukan kegiatan 
membuang sampah dalam hal ini barang atau benda yang sudah tidak digunakan 
lagi, dengan menggerakkan tenaga manusia ataupun tenaga mesin. 
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
dapat ditarik pokok permasalahan dalam upaya pelaksanaan sanksi terhadap 
pelanggaran izin kegiatan usaha. Dari hal tersebut lahirlah beberapa rumusan 
masalah yang menjadi inti pembahasan skripsi ini, antara lain: 
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran izin kegiatan 
usaha menurut Peraturan Daerah no. 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Sampah? 
2. Langkah-langkah apa yang harus di tempuh dalam tercapainya efektifitas 
pelaksanaan Peraturan Daerah no. 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Sampah terkait dengan pelanggaran izin kegiatan usaha?  
D. Kajian Pustaka 
 Berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu 
penegakan perda No. 4 tahun 2011 tentang pelanggaran izin kegiatan usaha 
pengelolaan sampah, telah ada beberapa literatur yang membahas secara 
khusus tentang skripsi ini begitu pula dengan penelitian-penelitian ilmiah 
sebelumnya, agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian 
maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan 
yang di maksud di antaranya adalah sebagai berikut; 
                                                          





1. Kegiatan usaha pengelolaan sampah adalah perbuatan perilaku usaha yang 
dilakukan oleh masyarakat perseorangan maupun kelompok yang di awasi 
dan di tentukan kebijakan-kebijakannya oleh Pemerintah Daerah misalnya 
pada ketentuan perizinan yang ketentuannya di atur oleh pemerintah 
daerah. 
2. Ridwan HR, dalam bukunya berjudul “HUKUM ADMINISTRASI 
NEGARA” Membahas mengenai pembauatan dan penerbitan ketetapan 
izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, 
maka harus ada wewenang yang di berikan oleh peraturan perundang-
undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, hal ini memfokuskan 
bahwa tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh 
karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan 
pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku karena tanpa adanya dasar dan wewenang tersebut ketetapan izin 
menjadi tidak sah.4 
3. HAW Widjaja, dalam bukunya berjudul “Otonomi Daerah dan Daerah 
Otonom” berkaitan dengan judul penelitian ini yang akan di bahas yang 
menjelaskan bahwa inti dari konsep Otonomi Daerah yaitu upaya 
memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan 
dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan Otonomi Daerah. dengan 
demikian, tuntutan masyarakat dapat terwujud secara nyata dengan 
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penerapan Otonomi Daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak 
diabaikan, serta memelihara kesinambungan fisikal secara rasional.5 
4. Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
menjelaskan bahwa pengelolaan sampah saat ini belum sesuai dengan 
teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga 
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan 
lingkungan. Hal ini menjadi permasalahan nasional sehingga 
pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu 
ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, 
dan aman bagi lingkungan, serta dapat merubah perilaku masyarakat. 
5. Ahmad Mustofa, dalam bukunya yang berjudul “Tafsir al-Maraghi” 
berkaitan dengan judul yang dibahas tentang pelayanan persampahan 
termasuk pengelolaan, pada dasarnya manusia dilarang melakukan 
kerusakan di muka bumi sebagaimana tugas manusia untuk merawat, 
memelihara, dan menjaga bumi ini. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan 
1. Tujuan penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas,maka tujuan 
penelitian yang hendak di capai peneliti adalah: 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya 
pelanggaran izin kegiatan usaha menurut Peraturan Daerah no. 4 tahun 
2011 tentang pengelolaan sampah. 
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b. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus di tempuh dalam 
tercapainya efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah no. 4 tahun 2011 
tentang pengelolaan sampah terkait dengan pelanggaran izin kegiatan 
usaha. 
2. Kegunaan Penelitian  
 Setelah tujuan penelitian ini tercapai, adapun kegunaan dari hasil 
penelitian tersebut adalah : 
a. Diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan  ilmu 
hukum dan juga aktivitas sosial untuk masyarakat yang sadar akan 
hukum. 
b. Bagi mahasiswa hukum khususnya Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Makassar, Hasil penulisan skripsi ini dapat 
digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi mahasiswa yang 
ingin mengetahui dan meneliti terkait dengan penerapan sanksi 
terhadap pelanggaran kegiatan usaha menurut perda kota makassar 
nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. 
c. Hasil penelitian dirangkum dalam bentuk skripsi ini diharapkan mampu 
memberi informasi atau sebagai bahan literatur dalam penegakan 





A. Tinjauan Tentang Tata Kelola Daerah 
1. Pengertian Tata Kelola Daerah 
Tata kelola daerah atau pemerintahan yang lebih dikenal dengan sebutan 
good governance, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang 
berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, 
mengendalikan atau memepengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-
nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.1 Good governace tidak hanya 
sebatas pengelolaan pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik 
pemerintahan maupun non-pemerintahan. 
Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan mangement 
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip 
demokrasi dan pasar yang efisien, penghidaran salah alokasi dana investasi dan 
pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan 
disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political frame work bagi 
butuhnya kreatiftas usaha. 
Orientasi tata kelola daerah yang baik adalah: 
A. Orientasi ideal, yaitu negara diarahkan untuk pencapaian nasional. 
Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara 
dengan elemen konstituennya seperti legitimasi dan akuntabilitas. 
B. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam 
melakukan uapaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini 
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 Sedarmayanti, Good governance (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi 
Daerah (Bandug: PT. Bandar Maju, 2003), h. 3. 
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bergantung sejauh mana struktur serta mekanisme politik administratif 
maupun pidana berfungsi secara efektif dan efisien. 
2. Konsep Tata Kelola Daerah 
Tata kelola daerah atau good governance secara umum menyangkut 
pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Tata kelola daerah 
dapat ditinjau dari segi fungsional dan pemerintah. Dari segi fungsional dari 
aspek governance, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan 
efisien dalam upaya mencapai tujuannya yang telah digariskan atau justru 
sebaliknya dimana pemerintah tidak berfungsi secara efektif dan terjadi 
efisiensi.2 Untuk itu diperlukan asar yaitu: 
a. Economic governance, yang meliputi pembuatan keputusan 
(decision making process) yang memfasilitasi equity (kesetaraan), 
proverty (kesejahteraan dan quality of life (kualitas hidup). 
b. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi 
kebijakan. 
c. Administrative governance adalah sistem implementasi proses 
kebijakan dari segi pemeirntah (goverment), tata kelola daerah dapat 
dilihat dari aspek sebagai berikut: 
1) Hukum yaitu : kebijakan yang ditujukan pada perlindungan 
kebebasan sosial, politik dan ekonomi. 
2) Administratif competence dan transparency yaitu: kemampuan 
membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, 
kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan 
disiplin dan model administratif serta keterbukaan informasi. 
3) Desentarlisasi yaitu: desentralisasi regional dan desentralisasi di 
dalam departemen. 
4) Penciptaan pasar yang kompetitif yaitu: penyempurnaan 
mekanisme pasar, peningkatan peran pelaku usaha kecil dan 
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 Sedarmayanti, Good governance (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi 
Daerah. h. 4. 
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sekmen lain dalam sektor swasta deregulasi dan kemampuan 
pemerintah dalam mengelola makro ekonomi.3 
 
B. Tinjauan Tentang Pelanggaran Izin Kegiatan Usaha 
Kegiatan usaha modern merupakan realitas yang sangat kompleks. Hal ini 
tidak hanya terjadi pada usaha makro, namun juga mikro. Banyak faktor yang 
mempengaruhi dan menentukan kegiatan berusaha. Sebagai kegiatan sosial, 
usaha yang dilakukan dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas 
masyarakat modern. Karena usaha/bisnis merupakan kegiatan sosial, yang di 
dalamnya terlibat banyak orang, sebuah usaha dapat dilihat sekurang-
kurangnya dari 3 sudut pandang berbeda, antara lain: sudut pandang ekonomi, 
sudut pandang hukum, dan sudut pandang etika. 
Dilihat dari sudut pandang ekonomis, kegiatan usaha adalah kegiatan 
ekonomis. Hal yang terjadi dalam kegiatan ini antara lain tukar menukar, jual 
beli, memproduksi memasarkan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk 
mencari keuntungan. Namun, perlu diingat pencarian keuntungan dalam 
kegiatan usaha tidak hanya sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi. Pada 
kenyataannya, banyak pelaku usaha di Indonesia tidak memikirkan tentang hal 
tersebut. Mereka lebih cenderung untuk mencari keuntungan sebanyak-
banyaknya tanpa memikirkan kerugian pihak lain. Sebagai contoh, seseorang 
yang ingin menjual sepeda motornya kepada seorang pembeli. Penjual 
tersebut menjual dengan harga tinggi. Padahal, banyak kekurangan pada 
motor tersebut. Namun si penjual tidak mengatakan hal tersebut kepada 
pembelinya. Dia tidak peduli dengan kerugian yang akan ditanggung oleh si 
pembeli. Penjual tersebut menginginkan untung yang lebih banyak. Hal ini 
hanya ada satu pihak yang diuntungkan, sedangkan yang lain dirugikan. 
Dengan tidak mengindahkan peranan sentral dari sudut pandang ekonomis, 
perlu ditambahkan juga sudut pandang moral. Dalam kegiatan 
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 Sedarmayanti, Goog governance (Pemerintah yang Baik) dalam Rangka Otonomi 
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berusaha/kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar, 
asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. 
Jadi, dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berusaha/kegiatan berbisnis ada 
batasnya. Kepentingan dan hak-hak orang lain perlu diperhatikan. Perilaku 
etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan 
hidup usaha/bisnis itu sendiri. Kegiatan usaha yang tidak etis akan merugikan 
pelaku usaha itu sendiri terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. 
Kegiatan usaha juga terikat dengan hukum. Dalam praktek hukum, banyak 
masalah timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha, baik pada taraf 
nasional maupun taraf internasional. Walaupun terdapat hubungan erat antara 
norma hukum dan norma etika, namun dua macam hal itu tidak sama. 
Ketinggalan hukum, dibandingkan dengan etika, tidak terbatas pada masalah-
masalah baru, misalnya, disebabkan perkembangan teknologi. 
Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika dalam kegiatan usaha merupakan 
hal yang biasa dan wajar pada masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya 
menyaksikan banyak pelanggaran etika kegiatan usaha khususnya di 
Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika usaha 
yang sering dilakukan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab 
di Indonesia. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang 
tidak sehat oleh para pelaku usaha yang ingin menguasai pasar. Selain untuk 
menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi para pelaku 
usaha untuk melakukan pelanggaran etika kegiatan usaha, antara lain untuk 
memperluas pangsa pasar, serta mendapatkan banyak keuntungan. Ketiga 
faktor tersebut merupakan alasan yang umum untuk para pelaku usaha 
melakukan pelanggaran etika dengan berbagai cara. Termasuk pelanggaran 
izin kegiatan usaha juga merupakan hal yang kerap kali di lakukan oleh para 
pelaku usaha yang tidak sadar akan adanya kewajiban memperoleh izin dari 
pemerintah setempat untuk berlangsungnya kegiatan usaha tersebut. 
Sebagaimana sanksi atas pelanggaran ketentuan izin yaitu sanksi administratif 
berupa peringatan tertulis, pencabutan izin, pembongkaran, dan sanksi pidana. 
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 Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011 




1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib 
memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. 
2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai 
denganketentuan yang ditetapkan oleh Walikota. 
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota . 
Pasal 34 
1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus 
diumumkan kepada masyarakat. 
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang 
mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud 





1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelolah sampah 
yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 
Peraturan Daerah ini.Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat berupa : 
a. paksaan pemerintahan; 
b. uang paksa; 
c. pembekuan izin untuk sementara; 
d. pencabutan izin. 
2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), 




1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana yang berlaku. 
2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah : 
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a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang persampahan; 
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang persampahan; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang persampahan; 
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang 
persampahan; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 
j. menghentikan Penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 




1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tampa memiliki izin 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diancam pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh 
juta rupiah). 
2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan 
sebagaimana dimaksud pasal 37, diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta 
rupiah). 
3) Setiap orang yang melakukan pembuangan sampah dilokasi yang tidak 
diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah diancam pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 
000,- (lima puluh juta rupiah). 




5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
merupakan penerimaan negara.4 
 
C. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah 
1. Ketentuan Undang-undang tentang Pengelolaan dan Pelayanan 
Persampahan 
1) Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 
Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang dasar Negara tahun 1945 
memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat. Amanat undang-undang memberikan 
konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik 
tentang pengelolaan sampah dan pelayanan persampahan/kebersihan, hal 
itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak 
yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang pengelolaan dan 
pelayanan persampahan meskipun secara oprasional pengelolaan dan 
pelayanan dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu usaha organisasi 
persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang 
persampahan dapat juga siikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan dan 
pelayanan sampah dalam rangka menyelengarakan pelayanan 
persampahan secara terpadu dan komfrehensif, pemenuhi hak dan 
kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan 
pemerintahan daerah itu melaksanakan pelayanan publik, diperlukan 
payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum 
pelayanan sampah dalam undang-undang ini berdasarkan asas 
tanggungjawab, asas berkelanjutan, bermanfaat, keadilan, kesadaran, 
kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi.  
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2) Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 
muncul dari konsideran menimbang sebagai berikut: 
1) Bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi 
masyarakat menimbulkan  bertambahnya volume, jenis, dan 
karakteristik sampah yang semakin beragam. 
2) Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode 
dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga 
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan 
lingkungan. 
3) Bahwa sampah telah menjadi permsalahan nasional sehingga 
pengelolaannya perlu di lakukan secara konprehensif dan terpadu dari 
hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi 
masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku 
masyarakat. 
4) Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, 
kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan 
daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan 
sampah dapat berjalan secara proporsional, Efektif dan efisien.5 
Dalam penjelasan undang-undang No. 18 tahun 2008 dijelaskan 
bahwa pertambahan penduduk dan perubahan konsumsi menimbulkan 
bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin 
beragam dan pengelolaan sampah saat ini belum sesuai metode dan teknik 
pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan 
dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sehingga 
segala sesuatu terkait persampahan harus mendapatkan penanganan 
pengelolaan dan pelayanan tersendiri agar tercipta lingkungan hidup yang 
sehat serta menjaga lingkungan dan melestarikannya. 
2. Ketentuan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah 
Peraturan daerah kota Makassar No. 4 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan dasar pertimbangan dihadirkannya 
perda tersebut dapat dijelaskan dalam konsideran menimbang sebagai 
berikut: 
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 Anonim, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 
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a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari 
sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan 
terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha 
secara proporsional, efektif dan efisien; 
b. bahwa masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara 
komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, 
sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah 
perilaku masyarakat.6 
Dalam penjelasan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 bahwa 
dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, serta 
perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu 
yang perlu melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, 
efektif dan efisien, dalam masalah persampahan perlu dilakukan 
pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat 
secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan dan 
masyarakat. 
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 bukanlah yang baru mengatur 
hukuman denda maupun penjara bagi masyarakat yang melakukan 
kegiatan usaha tanpa memiliki izin. Harapan sama, agar ketertiban dalam 
kegiatan usaha yang di atur dalam Peraturan daerah No. 4 Tahun 2011 
tercapai sebagaimana mestinya. Namun dibalik semua itu sudah 
sepatutnya dalam melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan izin dari 
pemerintah setempat sebagaimana tercantum dalam perda No. 4 Tahun 
2011 bagian kedua Pasal 33 ketentuan perizinan pengelolaan sampah 
Kota Makassar. 
D. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual ini menjelaskan pengertian-pengertian dari 
istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang 
lingkup dalam penulisan yaitu: 
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“izin kegiatan usaha pengelolaan sampah” yakni persetujuan atau 
membolehkan mendirikan suatu kegiatan usaha dalam pengelolaan 
sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 
“Penegakan peraturan daerah” adalah proses dilakukannya upaya 
untuk tegaknya atau terlaksananya fungsi aturan daerah secara nyata 
sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya disuatu wilayah. 
“Peraturan Daerah (Perda” merupakan wujud nyata pelaksanaan 
hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan 
daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan 
bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh 
provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 
“ Pelanggaran izin kegiatan usaha pengelolaan sampah ” adalah 
sebuah perbuatan melawan hukum atas pemberian izin kegiatan usaha 
yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 
Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 telah 
menetapkan sanksi pelanggaran izin kegiatan izin berdasarkan aturan 
hukum dan perundang-undangan demi terlaksananya penataan perizinan 
dan pelayanan persampahan di kota makassar dengan baik sesuai harapan 
sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan 







Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran izin kegiatan usaha 
meneurut peraturan daerah kota makassar nomor 4 tahun 2011 
tentang pengelolaan sampah 
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 Perda No. 4 Tahun 
2011 tentang 
Pengelolaan 
Sampah di Kota 
Makassar 
Terlaksananya Perda No. 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Sampah di Kota Makssar khususnya pada Ketentuan Perizinan 
Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah sebagai salah satu sumber 





 Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang 
harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Selain itu Metodologi penelitian 
adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati 
kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan 
lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan 
permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi: 
 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
a. Penelitian lapangan (field research), yaitu peneltian yang dilakukan 
dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis 
melakukan wawancara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Makassar selaku badan penegakan hukum yang berwenang mengatasi 
pelanggaran izin kegiatan usaha pengelolaan sampah di kota Makassar. 
b. Penelitian kepustakaan (library research), penulis mengkaji buku-buku 
terkait Pemerintahan Daerah, Pelanggaran izin kegiatan usaha, 
Pengelolaan Lingkungan hidup, situs-situs internet, terhadap Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Sampah. Serta hal lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan 
skripsi ini. 
2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini pelaksanannya di lakukan di Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar di jalan Urip Sumoharjo, dikarenakan 
peraturan daerah ini menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas 
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Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam usaha pengelolaan 
sampah. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis 
(sociologys legal research), secara yuridis dengan mengkaji perda nomor 4 
tahun 2011 tentang pengelolaan sampah terkhusus mengenai pelanggaran izin 
terhadap pelaku kegiatan usaha pengelolaan sampah di kota makassar. 
Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada dilapangan 
berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti yang dipandang dari segi 
penerapan. 
 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian pustaka (library research) dengan melakukan telaah mendalam 
atas buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang sesuia dengan 
objek yang di teliti. 
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai 




D. MetodePengumpulan Data 
Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Wawancara (interview), pengumpulan data yang dilakukan dengan 
melakukan wawancara langsung kepada narasumber sebagai sumber 
informasi yang telah memiliki pengalaman terkait penerapan perda 
Nomor 4 tahun 2011 untuk mengetahui tanggapan, pendapat, 
pengalaman, keyakinan, serta harapan narasumber yang berkaitan 
dengan perda nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah 
terkhusus pada pelanggaran izin kegiatan usaha pengelolaan sampah. 
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
metode pencatatan dokumen-dokumen sesuai dengan permasalahan 
yang sedang diteliti. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi 
kepustakaan yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder, data 
primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah 
dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan pubikasi.1 
 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut : 
1. Reduksi data, dimana teknik pengolahan data in imerupakan proses 
mengubah data kedalam pola, fokus, kategori atau pokok 
permasalahan tertentu. 
                                                          
1
 RiantoAdi, “Metodoligi Penelitian Sosial dan Hukum “ (Jakarta: Graint, 2010 ), h.57 
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2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan 
analisis. 
3. Pengambilan keputusan ialah mencari kesimpulan atas data yang 
direduksi dan disajikan. 
 Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi 
kualitatif yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan 
mendeskirpsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoritik. 
F. Pengujian Keabsahan Data 
  Dalam menguji data dan materi yang di sajikan, dipergunakan metode 
sebagai berikut: 
1. Deskriptif digunakan dalam menguraikan, mengutip tau memperjelas 
bunyi peraturan perda dan uraian umum. 
2. Koperatif digunakan untuk membandingkan perbedaan pendapat, 
terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan 
ketidaksepahaman serta menimbulkan kerancuan. 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum tentang Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 
1. Deskripsi Lokasi 
 Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar  merupakan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kewenangan dan 
tanggungjawab di bidang Lingkungan termasuk bidang persampahan yang 
diharapkan akan lebih kaya dengan fungsinya agar memberikan inspirasi 
dan imanijasi dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan 
pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pengelolaan kebersihan dan 
ruang terbuka hijau (RTH) serta pemakaman. 
 Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sesuai 
Peraturan Daerah Kota Makssar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah instiusi ini memiliki tugas 
dan fungsi yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan 
mendukung terciptanya pelestarian lingkungan hidup, karena itu kapasitas 
kinerjanya diharapkan akan lebih efektif dan efisien. 
 Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemrintahan dalam bidang kebersihan dan 
pertamanan sehingga mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan 




2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 
 Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai fungsi pokok 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagai berikut: 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang 
lingkungan hidup , strategi penegakan hukum, dan pengembangan 
instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup; 
b. Penyusunan rencana dan Program pengendalian, pengawasan da 
pencemaran lingkungan hidup; 
c. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penegakan hukum 
lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan pengembangan 
skema insentif  - disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional 
dibidang pengendalian dampak lingkungan; 
d. Pemberian fasilitas kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian 
dampak lingkungan yang meliputi menerapan AMDAL, penerapan 
instrument baru dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan, 
monitoring kulaitas air, penerapan system manejmen, ekolabel, 
produksi, bersih dan teknoligi ramah lingkungan, pengembangan 
perangkat ekonomi lingkungan, penerapan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) dan Standar Kompotensi Personil Dinas Lingkungan Hidup, 
Kajian Lingkungan Strategis (KLS) dan Laboratorium Lingkungan;  
e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 
pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
f. Pelaksanaan kesekretariatan; 
g. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dan tenaga fungsional.1 
 
3. Struktur dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Makassar 
 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Makassar memiliki peringkat organisasi yang tercantum 
dalam struktur organisasi dengan uraian tugas sebagai berikut: 
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 
mempunyai tugas yaitu menyusun dan menetapkan renstra kantor, 
menyusun dan menetapkan rencana anggaran satuan kerja kantor, 
mengkoordinasikan renstra dan rencana anggaran satuan kerja kantor 
                                                          
1
 Republik Indonesia,  Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar,Kota Makassar (Lembaran Negara). 
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dengan bupati melalui sekretaris daerah, mengkoordinasikan renstra 
dan rencana anggaran satuan kerja kantor dengan instansi terkait, 
mengkoordinasikan renstra dan rencana anggaran satuan kerja kantor 
dengan kepala sub bagian tata usaha dan para kepala seksi di lingkup 
kantor, melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup 
kantor, mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian tata usaha 
dan para kepala seksi sesuai dengan tugasnya, mengarahkan dan 
menetapkan kebijakan kantor, melakukan pembinaan terhadap 
pelaksanaan renstra dan rencana anggaran satuan kerja kantor, 
menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis di lingkup 
kantor, menerima dan menindak lanjuti informasi dan data di lingkup 
kantor, menyiapkan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 
penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dampak 
lingkungan serta kebersihan dan pertamanan, menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, menyelenggarakan pembinaan dan penataan 
metode pengembangan peran serta masyarakat dalam melestarikan 
dan meningkatkan kualitas lingkungan, membangun kerjasama 
dengan pihak penerima manfaat bidang lingkungan hidup, membuat 
teladan staf dan memberikan pertimbangan kepada atasan, 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya,melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor, mengevaluasi 
pelaksanaan renstra dan rencana anggaran satuan kerja kantor secara 
berkala, menyusun laporan secara berkala bulanan dan tahunan serta 
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) terhadap 
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pelaksanaan kegiatan kantor dan melakukan penilaian terhadap hasil 
dan prestasi kerja dalam DP3. 
 Sekretariat 
 Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administratif bagi seluruh satuan kerja lingkungan Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Makassar. 
 Sub Bagian Umum Kepegawaian 
 Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas 
menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaaan, 
mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan 
kerumahtanggan dinas. 
 Sub Bagian Keuangan 
 Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana 
kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. 
 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, 
pembinaan, pengendalian, dan pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan 
kegiatan yang dilaksanakan. 
 Bidang Penataan dan Penataan PPLH 
 Bidang Penataan dan Penataan PPLH (Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup) mempunyai tugas membantu Kepala 
Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, melakukan 
koordinasi, monitoring, mengevaluasi dan menyediakan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan penataan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup, memberikan petunjuk teknis 
29 
 
dibidang penataan dan penataan PPLH(Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan 
kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS 
 Seksi Inventarisasi RPPLH (Rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan KLHS (Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis) mempunyai tugas menginventarisasi data dan 
informasi sumber daya alam, menyusun, mengoordinasikan dan 
mensinkronisasikan pemuatan dokumen RPPLH, melakukan 
sosialisasi kepala pemangku kepentingan tentang RPPLH, menyusun 
kajian lingkungan hidup strategis dan mengesahkan kajian lingkungan 
hidup strategis, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH dan 
KLHS, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Kajian Dampak Lingkungan 
 Seksi Kajian Dampak Lingkungan bertugas membantu 
kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, 
pelaksanaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaporan 
kebijakan dibidang Kajian dampak lingkungan.  
 Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
 Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan 
perumusan, melakukan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, 
mengadakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, 
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serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
Hidup 
 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup mempunyai tugas yakni memberikan petunjuk 
teknis, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 
melaksanakan pengawasan, pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan, 
penyusunan laporan kebijakan yang berkaitan dengan bidang 
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 
 Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 
 Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan 
pemantauan sumber institusi dan non institusi  serta pemantauan 
kualitas air, udara, tanah, melaksanakan penanggulangan pencemaran 
(pemberian invormasi, pengisolasian, serta penghentian) sitem 
pencemar institusi dan non institusi, melaksankana pemulihan 
pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi), 
mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan 
pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan 
hidup kepada masyarakat, serta melaksanakan monitoring, evaluasi 
pelaksanaan kegiatan di bidang pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup. Dan melaksanakan seluruh rangkaian kegaiatan 




 Seksi Konservasi Lingkungan 
 Seksi Konservasi Lingkungan memiliki tugas 
mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi lingkungan dan sumber 
daya alam, melakukan pengawasan serta perlindungan terhadap 
pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa 
lingkungan. 
 Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan 
 Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan 
mempunyai tugas memberi kebijakan teknis penegakan hukum 
lingkungan, menyususun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan 
atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, dan izin perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan, melaksanakan pengawasan terhadap 
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan, menyusun pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
penegakan hukum lingkungan, pelaksanaan tugas lain yang perlu di 
ambil dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. 
 Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas 
 Bidang Persampahan, Limbah B3 (Bahan Berbahaya da 
beracun) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merumuskan 
dan menyusun kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah bahan 
berbahaya dan beracun (B3) dan peningkatan kapasitas, memberikan 
petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 
kebijakan dibidang pengelolaan sampah B3, serta bertugas 
memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dan 
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tugas lain yang bersangkutan dengan Bidang Persampahan Limbah B3 
dan Peningkatan Kapasitas. 
 Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan 
dan Limbah B3 
 Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem 
Persampahan dan Limbah B3 (bahan berbahaya, dan beracun) 
merumuskan dan menyusun kegiatan yang berkaitan dengan 
pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan limbah B3. 
 Seksi Edukasi, Promosi Monitoring dan Evaluasi Persampahan 
 Seksi Edukasi, Promosi Monitoring dan Evaluasi 
Persampahan berfungsi untuk meberikan edukasi dalam bentuk 
pembinaan dan kegiatan sosialisasi, melakukam promosi dan 
monitoring kegiatan pengelolaan persampahan, serta menyusun 
laporan evaluasi kegiatan persampahan. Serta tugas lain yang 
diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 
 Seksi Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup bertugas 
untuk memberikan petunjuk, melakukan koordinasi dan sinkronisasi 
terhadap peningkatan kapasitas lingkungan hidup, menyusun 
kebijakan pengakuan keberadaan  Masyarakat Hukum Adat (MHA), 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional atau masyarakat hukum 
adat serta hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup, menyiapkan identifikasi, 
verifikasi, dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan hukum 
adat, menyusun kebijakan kapasitas, menyiapkan model sarana 
prasarana peningkatan kapasitas perlindungan dan pengelolaan 
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lingkungan hidup. Dan tugas lain yang bersangkutan dengan Seksi 
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 
 Bidang Pengelola Ruang Terbuka Hijau 
 Bidang Pengelola Ruang Terbuka Hijau berfungsi untuk 
mengelola keseluruhan lingkup kegiatan Ruang Terbuka Hijau serta 
tugas lain yang berkaitan dengan Bidang Pengelola Ruang Terbuka 
Hijau. 
 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 
 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka 
Hijau bertugas untuk melakukan perencanaan, perumusan, 
penyusunan, pembahasan, hingga pengembangan Ligkup Ruang 
Terbuka Hijau. 
 Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 
 Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 
mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pengelolaan kawasan 
panghijauan kota dan melaksanakan pemeliharaan, pembinaan dan 
sosialisasi, partisipasi dan kerjasama pengelolaan kawasan 
penghiajuan kota (misalnya pembuatan taman-taman kota). 
 Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau 
 Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau 
khususnya di daerah Kota Makassar memiliki tugas menyusun 
rencana dan program lingkup ruang terbuka hijau dan hutan kota, 
menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan lingkup monitoring, 
evaluasi dan pelaporan dilingkup bidang ruang terbuka hijau, 
melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah), pemerintah  provinsi dan pemerintah pusat. Serta 
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tugas lain yang berkaitan dengan Seksi Pengendalian dan Kemitraan 
Ruang Terbuka Hijau. 
 UPTD Pengelolaan Sampah (TPA Sampah) 
 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pengelolaan Sampah 
(TPA Sampah) melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan 
sampah di (TPA Sampah),  melakukan koordinasi, monitoring,  
evaluasi dan pelaoran kegiatan dilingkup pengelolaan sampah (TPA 
Sampah), serta pelayanan penyediaan sarana dan prasarana 
pengelolaan sampah (TPA Sampah). 
 UPTD Bank Sampah 
 UPTD (Unit Pengelaksana Teknis Dinas) Bank Sampah 
bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana kegiatan bank 
sampah, mengadakan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan terkait 
dengan peran serta kerja bank sampah, pengadaan sarana dan 
prasarana pendukung kegiatan program kerja bank sampah, juga 
melaksanakan kordinasi, monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan 
yang berkaitan dengan bank sampah. 
 UPTD Pemakaman 
 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pemakaman 
mempunyai tugas menyusun rencana dan program lingkup pelayanan 
pemakaman, penataan pembangunan pemakaman serta pemeliharaan 
sarana dan prasarana pemakaman, pengkajian rekomendasi, dan 
pemantauan penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana, 
melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup 
pelayanan pemakaman. Dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan 
kerja yang berkaitan dengan UPTD Pemakaman 
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 UPTD Laboratorium Lingkungan 
 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Laboratorium 
Lingkungan Dinas Lingkugan Hidup Kota Makassar bertugas untuk 
melakukan pengujian dan analisis laboratorium serta 
pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi di 
bidang lingkungan hidup, pengujian dan analisis secara laboratorium 
tersebut untuk seluruh komponen lingkungan, pengembangan teknis 
dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem 
mutu laboratorium dan standar yang berlaku. 
 
4. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 
 Tujuan dan sasaran organisasi dalam kurun waktu selama 4 
(empat) tahun sejak tahun 2013-2016 sebagai Dinas Pertamana dan 
Kebersihan Kota Makassar yang mulai februari 2017 beralih dan disahkan 
menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang dinaungi oleh Badan 
Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Makassar sebagai pijakan langkah 
tahapan perencanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan, untuk visi dan 
misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang diintegrasikan dalam 
visi dan misi Pemerintah Kota Makassar, sebagai wujud atau bentuk masa 
depan yang diharapkan. Adapun visi Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Makassar sebagai berikut: 
 Visi 






 Berdasarkan visi tersebut diatas pada hakekatnya diarahkan untuk 
mendukung terwujudnya visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ke 
depan, maka dirumuskan misi sebagai berikut: 
 
- Meningkatkan kualitas teknis aparatur Badan Lingkungan Hidup Daerah 
yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, 
keterampilan serta sarana dan prasaran. 
- Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapat 
lingkungan yang baik dan sehat. 
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindnungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
- Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan 
persampahan/kebersihan yang berkelanjutan 
- Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan system pengelolaan 
persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
- Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia 
usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan/kebersihan dan 
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
- Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam system 
pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) sesuai dengan prinsip Good and Cooperate Governance 
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan 
persampahan/kebersihan dan pengelolaanx Ruang Terbuka Hijau 
(RTH). 
B. Ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan Tentang Perizinan 
Pengelolaan Sampah 
 Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari 
sampah perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan terpadu 
dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara 
proporsional, efektif dan efisien. Bahwa masalah persampahan perlu 
dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan 
manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan 
serta dapat mengubah perilaku masyarakat. 
 Oleh sebab itu perlu adanya tinjauan terhadap penerapan Undang-
Undang tentang Perizinan Pengelolaan sampah terkhusus dalam kegiatan 
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usaha pengelolaan sampah dalam rangka mengatur perlindungan 
lingkungan dan menjaga agar terhindar dari produk usaha yang berbahaya 
yang dapat merugikan masyarakat. Ada beberapa aspek aturan yang akan 
berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Tentang Perizinan 
Pengelolaan Sampah yakni sebagai berikut: 
1. Menurut Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.2 
Oleh karena UUD 1945 adalah hukum dari segala sumber maka 
aturan yang tertuang di dalamnya mencakup segala aspek kehidupan yang 
ada didalam ruang lingkup Indonesia, amanat Undang-Undang Dasar 
tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintahan wajib memberikan 
pelayanan publik dalam seluruh rangkaian pengelolaan sampah. Hal ini 
membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang 
berwenang dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah. 
Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 
yang menyatakan bahwa: 
“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.3 
Efisiensi berkeadilan dan menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional dalam hal ini pemerintah harus mematangkan 
penerapan sanksi pengelolaan sampah khususnya pada pelaku kegiatan 
                                                          
2
 Itjen Depkes Public, “UU 1945”, official website itjen Depkes Public, 
http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf (Di akses 28 Mei 2017). 
3
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.Ayat Perubahanke 4 
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usaha pengelolaan sampah sebagaimana semestinya. Pada dasarnya yang 
harus diperhatikan adalah pelaku kegiatan usaha pengelolaan sampah 
limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan penegakan serta 
pengendalian proses perizinan yang harus diterapkan dalam berbagai 
kebijakan dan program kegiatan yang di dudukung oleh sistem pendukung 
pengelolaan sampah. 
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Sampah Bab III Asas dan Tujuan, Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah 
menyatakan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas 
tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas 
kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan. 
Penulis dalam hal ini lebih menitik beratkan pada asas manfaat dan 
asas tanggung jawab  pada Pasal 3 Asas dan Tujuan, yang dimana asas 
manfaat mengandung makna bahwa segala kegiatan usaha dan/atau 
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan potensi 
sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Sedangkan 
asas tanggung jawab memiliki makna yaitu negara menjamin pemanfaatan 
sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi maupun generasi yang 
akan masa depan, Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat, Negara mencegah dilakukannya kegiatan 
pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau 
39 
 
kerusakan lingkungan hidup.4 Sesuai dengan kandungan terakhir asas 
tanggung jawab menyebutkan bahwa negara mencegah dilakukannya 
kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Namun pada realita yang ada masih 
terdapat banyak kegiatan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam 
yang sudah jelas menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan 
berdampak buruk terhadap masyarakat. 
Berkaitan dengan itu, sebuah kegiatan usaha pengelolaan sampah 
harus memiliki izin dari otoritas yang berwenang agar berjalannya 
kegiatan usaha pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan Standar 
Operasional (SOP) yang berlaku. Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan kewajiban 
masyarakat dalam hal memiliki izin  yang apabila dilanggar maka akan 
mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam 
BAB IX Paasal 33 ayat (1) terkait dengan Ketentuan Perizinan : 
“Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah 
wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan 
kewenangannya“ 
Selanjutnya, dalam Pasal 43 menegaskan bahwa sanksi administratif 
kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan perizinan 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 ayat (1) di atas, sanksi yang 
diterapkan dapat berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, pembekuan 
                                                          
4
 Kementrian Lingkungan Hidup, “Asas Perlindungan Dan Lingkungan Hidup”, Official 
Website Kementrian Lingkungan Hidup , http:// www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-
pengelolaan-lingkungan -hidup/,html (diakses 3 Juni 2017). 
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izin untuk sementara, dan pencabutan izin.5 Terdapat pula penerapan 
sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yaitu : 
“Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tampa memiliki 
izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, diancam pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50 000 000,- 
(lima puluhjuta rupiah)” 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Paragraf 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindnungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Perizinan 
setiap dan/atau kegiatan usaha bahwa : 
 
Pasal 36 
1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau 
UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. 
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. 
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan 
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
Pasal 37 
1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan 
apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau 
UKL-UPL. 
2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) 
dapat dibatalkan apabila: 
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin 
mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta 
ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau 
informasi; 
b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana 
tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan 
lingkungan hidup atau rekomendasi UKL - UPL; atau 
c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-
UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan. 
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 Republik Indonesia,  Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 




Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 
(2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan 
pengadilan tata usaha negara. 
Pasal 39 
1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan 
keputusan izin lingkungan. 
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat. 
Pasal 40 
1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin 
usaha dan/atau kegiatan. 
2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan 
dibatalkan. 
3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui 
izin lingkungan. 
Pasal 41 
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.6 
Sudah jelas diterangkan dalam beberapa pasal di atas bahwa setiap 
usaha dan/kegiatan lainnya harus memiliki izin. Ini diperlukan untuk 
kemaslahatan bersama baik masa kini maupun di masa depan, karena 
pertambahan volume sampah Kota Makassar yang semakin meningkat 
setiap tahunnya maka semakin besar pula peluang usaha pengelolaan 
sampah. Dan menutup kemungkinan semakin besar volume sampah yang 
ada di kota makassar menyebabkan semakin besar pula peluang terjadinya 
pelanggaran kegiatan usaha pengelolaan sampah, khususnya di bidang 
perizinan. 
Berikut ini data dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan. 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,(Lembaran Negara). 
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REKAPITULASI PELANGGARAN IZIN KEGIATAN USAHA 
PENGELOLAAN SAMPAH 
                                                          
7
 Putusan Pengadilan Negeri Makassar, PN Nomor 163/pid-B/2014/PN-MKS.Tahun 2014 
8
 NURBAEDAH A.B, ST, MM, Kepala seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum 
Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Wawancara (27 Mei 2017). 
NO. TAHUN JUMLAH KASUS KETERANGAN 
1. 2014 1 
- Dr. HAZARI BIN MUHAMMAD 
- Terdakwa terbukti melakukan Dumping Limbah 
dan/atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup, tanpa 
Izin. 
- Diproses di Pengadilan Negeri Makassar 
- Dijatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, dan denda 
sebesar  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupaih).7 
2. 2015 2 
1. Pembangunan CPI (Centre Point of Indonesia) 
- Tidak Terproses 
2. Warung Makan “DUL” 
- Jl. Anuang, Maricaya Selatan, Mamajang, Kota 
Makassar 
- Terbukti melakukan Dumping Limbah tanpa izin 
- Diproses di pengadilan Neegeri Makassar 
- Dijatuhi Hukuman Denda sebesar  Rp. 2.500.000,- (Dua 
juta lima ratus ribu rupiah).8 
3.  2016 - 
Menurut Kepala Seksi Pengembangan dan 




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Bidang Pengendalian 
dan Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Bidang Persampahan, Limbah 
B3 Dan Peningkatan Kapasitas. 
 Sebagaimana diterangkan dari beberapa aturan yang telah di bahas 
sebelumnya, dan melihat data rekapitulasi pelanggaran izin kegiatan usaha 
yang penulis peroleh selama masa penelitian, penulis menyimpulkan 
bahwa ; Hanya ada banyak aturan yang mengatur tentang proses perizinan 
kegiatan usaha pengelolaan sampah namun penerapannya masih sangat 
jauh dari minimal. Maka dari itu perlu dilakukan penanganan secara 
komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan 
aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat dan 
dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien. 
 Bahwa masalah penegakan pelanggaran izin kegiatan usaha 
pengelolaan sampah perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan 
                                                          
9
 KAHFIANI, S.HUT, masih fokus terhadap pembinaan dan sosialisasi, Seksi 
pengembangan dan Pengendalian sistem Persampahan dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Makassar, wawancara (27 MEI 2017) 
Menyatakan Bahwa;  
“Dinas Lingkungan Hidup kota Makassar kembali 
berfokus pada Pembinaan dan sosialisasi Penegakan 
Hukum pelanggaran sanksi kegiatan usaha. Agar 
kedepannya penerapan sanksi tidak simpang siur dan 
dapat terwujud sebagaimana mestinya, juga dapat lebih 
memberikan pengetahuan terhadap masyarakat yang 
belum mengetahui harusnya memiliki izin kegiatan usaha 
pengelolaan sampah dan tidak merasa bahwa proses 
administratif pengajuan izin kegiatan usaha pengelolaan 
sampah itu rumit, karena kadang banyak yang mengatakan 
mengurus izin usaha itu sangat rumit, namun tidak seperti 




terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat 
dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. 
C. Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah 
Di kota Makassar  
Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari 
sampah perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan terpadu 
dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara 
proporsional, efektif dan efisien. Bahwa masalah persampahan perlu 
dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan 
manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan 
serta dapat mengubah perilaku masyarakat. 
Perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah termasuk sebuah jasa 
yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum kegiatan usaha pengelolaan sampah di 
Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar selaku pihak yang 
berwenang terhadap pelayanan perizinan kegiatan usaha pengelolaan 
sampah yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), 
Standar Operasional (SOP) Pengelolaan sampah perkotaan dilakukan mulai 
dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, 
pengangkutan sampah, pengelohan dan pemilihan sampah hingga ke 
pembuangan akhir sampah, kemudian kegiatan pemilahan dan daur ulang 
semaksimal mungkin dilakukan sejak awal dari pewadahan sampah 
pembangan akhir sampah.10 Kemudian dalam Peraturan Mentri Pekerjaan 
Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyediaan Sarana dan Prasarana 
Persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
                                                          
10
 Sanitasi “Dasar-Dasar Sistem Pengelolaan Sampah”, Situs Resmi Sanitasi, http://www. 
Sanitasi.net/dasar-dasar-sistem-pengelolaan-sampah.html (diakses 13 juni 2017). 
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Tangga menyebutkan bahwa penanganan sampah sesuai dengan Pasal 14 
meliputi pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 
pemrosesan akhir sampah.11 
D. Pelaksanaan Penerapan Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah 
Menurut Ketentuan Yang Berlaku 
 Efektif tidaknya pelaksanaan penerapan izin kegiatan usaha 
merupakan sebuah kasus yang jelas bersifat hukum selain itu juga 
berhubungan dengan sesuatu yang bersifat budaya karena mebutuhkan 
partisipasi serta turut andil masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha 
yang legal agar lingkungan hidup tetap terjaga dan terkendali. 
 Manajemen perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah saat ini 
lebih pada mengarahkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat 
terhadap pentingnya memiliki izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dan 
penerapan sanksi terhadap oknum yang melanggar ketentuan kegiatan 
usaha pengelolaan sampah, terkhusus pada sampah Limbah B3 (Bahan 
Berbahaya dan Beracun). 
 Dari aspek hukum sejauh ini, harus diakui pada tingkat nasional 
terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan izin kegiatan 
usaha pengelolaan sampah, tetapi masih diatur secara parsial, sektoral, dan 
tidak komprehensif. 
 Berikut ini akan dibahas mengenai pelaksanaan izin kegiatan usaha 
pengelolaan sampah menurut ketentuan yang berlaku, dan menurut 
beberapa pendapat yang telah penulis dapatkan pada saat melakukan 
penelitian.  
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 Republik Indonesia Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 Tentang 
Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga 




 Menurut kepala bagian Bidang Persampahan, dan Limbah B3 dan 
Peningkatan kapsitas, menyatakan bahwa: 
 
“ Penerapan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah belum sesuai 
dengan peraturan daerah kota makassar nomor 14 tahun 2011, 
karena selain pengurusan administratif yang rumit dan biaya 
administrasi yang cukup tinggi, serta masyarakat yang masih awam 
terhadap peraturan tersebut, maka dari itu kami dari lebih rutin 
melakukan pembinaan dan sosialisasi terlebih dahulu, belum 
berfokus pada penangan pelanggaran sanksi izin kegiatan usaha 
pengelolaan sampah”.12 
 Setelah mendengar dan mengamati hasil wawancara dan data yang 
diperoleh dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya pembinaan 
kepada masyarakat terlebih dahulu, dan pembenahan pengurusan 
administratif yang terbilang rumit dan mahal, karena sudah tidak sesuai 
dengan apa yang di amanatkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. 
 Menurut Kepala Seksi Edukasi , Promosi Monitoring dan Evaluasi 
Persampahan, menyatakan bahwa: 
 
“Penegakan hukum terhadap pelanggaran sanksi kegiatan usaha 
pengelolaan sampah sangat diperlukan peran serta masyarakat, agar 
terlaksananya pengelolaan sampah di bidang usaha yang baik dan 
sesuai dengan Standar Operasional pengelolaan sampah, juga dapat 
terpenuhi penegakan hukum yang efektif dan efisien”.13 
 
 Dalam hal ini penulis sependapat dengan hal tersebut, bahwa 
dalam proses penegakan hukum perlu turut andil dari masyarakat, karena 
kesadaran akan harusnya menaati aturan hukum harus berasal dari pribadi 
masing-masing masyarakat, juga dampak yang ditimbulkan akibat tidak 
mematuhi hukum sangat berbahaya bagi llingkungan yang pada akhirnya 
                                                          
12
 H. A. Iskandar, SE, MM, belum berfokus pada penanganan pelanggaran sanksi namun 
fokus pada sosialisasi terlebih dahulu, Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan 
Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Wawancara (23 Mei 2017) 
13
 PARIMAS, S.Sos, Perlunya peran serta masyarakat dalam menegakkan hukum, Kepala 
seksi Edukasi, Promosi Monitoring dan Evaluasi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Makassar, Wawancara (27 Mei 2017) 
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berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri baik dimasa sekarang 
maupun dimasa yang akan datang. 
E. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran izin 
kegiatan usaha menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 
tentang Pengelolaan Sampah 
 Peratutan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Sampah, Penegakan dari suatu produk hukum dapat 
diwujudkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor substansi dari peraturan 
perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini adalah Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dikota 
Makassar, faktor aparatur penegak hukum terkait yaitu Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Makassar, dan faktor masyarakat yang melakukan kegiatan 
usaha pengelolaan sampah maupun masyarakat yang tidak melakukan 
kegiatan usaha pengelolaan sampah. 
1. Faktor Substansi Peraturan Daerah 
 Substansi hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
mengenai pelanggaran izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dalam 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah 
Kota Makassar. Penegakan hukum yang dibuat sangat berpengaruh 
terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk dapat 
mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga untuk mengatur tingkat 
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Sampah Kota Makassar dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan yang 
diinginkan pengaturan tentang pengelolaan sampah khususnya pada 
perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah berdasarkan Surat Ketetapan 
Perizinan Daerah (SKPD), atau dengan dokumen sejenis yang 
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dipersamakan. Masih banyaknya keterangan yang menyebutkan tidak 
maksimalnya penegakan hukum perizinan pengelolaan sampah diKota 
Makassar. 
Tidak adanya pengawasan yang ketat dan sanksi yang berat terhadap 
pelaku kegiatan usaha pengelolaan sampah, sehingga membuka peluang 
untuk sebagian besar pelaku kegiatan usaha mengabaikan untuk memiliki 
izin kegiatan usaha, juga kurangnya pengetahuan dari masyarakat dan 
semakin rumitnya prosedur perizinan kegiatan usaha semakin membuat 
pelaku kegiatan usaha pengelolaan sampah lebih memilih menjalankan 
usahanya secara ilegal. 
2. Faktor Aparatur Penegak Hukum 
 Aparatur penegak hukum dalam penelitian ini adalah Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Makassar yang memberikan peran pentinng 
dalam memberikan pelayanan terhadap persampahan, yang salah satunya 
yaitu bertanggung jawab terhadap persampahan baik itu dalam 
memberikan pembinaan dan edukasi maupun dalam meberikan izin 
terhadap pelaku kegiatan usaha pengelolaan sampah secara komunal 
maupun secara individual. Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Makassar telah memberikan pelayanan terhadap seluruh masyarakat baik 
kepada masyarakat yang melakukan kegiatan usaha maupaun kepada 
masyarakat yang tidak melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah. 
Tetapi kurangnya pengawasan dari dari pihak Lingkungan Hidup Kota 
Makassar sehingga pelaku-pelaku usaha ilegal tidak dapat diawasi. 
Menurut pengamatan penulis, penegakan hukum terhadap 
pelanggaran kegiatan usaha pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah belum 
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maksimal sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran 
seperti kegiatan usaha pengelolaan sampah yang ilegal yang tidak 
mendapat tindakan yang tegas, misalnya mendamping limbah berbahaya 
tanpa izin dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. 
Hal ini dibenarkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Makassar, mereka mengatakan bahwa terdapat banyak pelanggaran izin 
kegiatan usaha pengelolaan sampah yang terjadi, hal tersebut dikarenakan 
lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Ini terjadi karena untuk 
mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan sampah tersebut 
dibutuhkan banyak tenaga pengawas, sedangkan tenaga pengawas yang di 
miliki hanya terbatas dalam jumlah dan fasilitas yang minim. 
Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 
mengatakan bahwa, jumlah petugas yang ada hanya 360 orang sedangkan 
kebutuhan idealnya adalah 700 hingga 1000 orang untuk mengawasi 
kegiatan usaha pengelolaan sampah di 143 kelurahan di Kota Makassar. 
Maka dari itu diperlukan adanya pengawasan, pengawasan dilakukan oleh 
pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah , agar 
penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan sebaik-
baiknya. 
 Pengawasan itu sendiri mempunyai tujuan yaitu: 
a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan apa yang 
ditetapkan atau tidak; 
b. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh kepala 
daerah dan para penyelenggara pemerintah di daerah, sehingga dapat 
diambil langkah-langkah perbaikan dikemudian hari. 
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c. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi untuk 
memperbaiki kesalahan; 
 Pengawasan dilakukan untuk mendorong harmonisasi antara 
kebutuhan dan keinginan rakyat dengan para penyelenggara pemerintahan 
di daerah. Untuk menyinergikan antara program atau kebijakan pemerintah 
daerah. Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial, melalui 
pengawasan , maka dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan 
rencana sesuai dengan instruksi atau asas yang telah ditentukan, sehingga 
dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian 
diperbaiki. 
3. Faktor Masyarakat 
 Masyarakat dalam masyarakat yang mempengaruhi penegakan 
suatu peraturan perundang-undangan yaitu tingkat kesadaran dan 
kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan serta kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang menyebabkan tidak 
efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang 
dimaksud yaitu masyarakat Kota Makassar yang belum sadar akan 
pentingnya memiliki izin kegiatan usaha pengelolaan sampah ini, karena 
akan berpengaruh terhadap pelayanan baik pemilik usaha maupun 
penikmat usaha, serta berpengaruh terhadap lingkungan. 
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat terlihat dari  
banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan 
sampah tanpa izin,hal ini dikarenakan ketidaktahuan dari masyarakat akan 
adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah 
khususnya perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah, mereka hanya 
memikirkan bahwa sampah hanya harus dibuang. Sebenarnya penerapan 
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sanksi pelanggaran izin kegiatan usaha di Kota Makassar dapat terlaksana 
dengan baik, jika kesadaran masyarakat terhadap perlunya izin kegiatan 
usaha pengelolaan sampah di patuhi sebagaimana diterangkan dalam 
Peraturan Daerah, Tapi hal ini belum terlihat, terbukti dengan masih 
banyaknya kasus-kasus yang sampai saat ini belum ditangani oleh 
pemerintah yang berwenang dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Makassar yang dalam pengawasannya di bantu oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS), Satpol PP dan Kepolisian, dan Kejaksaan. 
F. Langkah-langkah yang harus di tempuh dalam tercapainya 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar no. 4 tahun 2011 
tentang Pengelolaan Sampah 
 Menuju efektivitas penegakan hukun lingkungan termasuk 
didalamnya Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Sampah. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan 
dibuat untuk melindungi lingkungan dari berbagai dampak negatifkegiatan 
dunia usaha dan warga masyarakat yang kurang atau tidak peduli 
(concern) terhadap lingkungan. Dalam kenyataannya, banyak substansi 
peraturan yang sulit dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik oleh pejabat 
administrasi negara maupun oleh aparat penegak hukum yang erwenang 
dalam proses peradilan (polisi, penyidik PPNS, jaksa, dan hakim). 
Lemahnya wewenang kelembagaan dan kemampuan serta integritas 
aparatur penegak hukum serta budaya patuh hukum dari masyarakat juga 
sangat menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Hal ini 
selaras dengan unsur sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. 
Friedman, yang terdiri dari legal substance, legal structure, dan legal 
culture. Ketiganya harus sama-sama baik dan saling mendukung (sinergis) 
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dalam rangka efektivitas penegakan hukum lingkungan termasuk 
didalamnya penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar no. 4 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Sampah. Ketiga aspek tersebut diuraikan di bawah 
ini. 
1. Aspek Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan) 
 Substansi peraturan perundang-undangan lingkungan yang baik 
merupakan salah satu aspek utama yang sangat mendukung aktivitas 
penegakan hukum lingkungan. Banyak kasus lingkungan yang terjadi dan 
gagalnya penegakan hukum lingkungan berawal dari lemahnya substansi 
pengaturan perundang-undangan lingkungan. Kelemahan ini dapat berupa 
tidak adanya pengaturan, dan atau saling kontradiktif. 
 Ada beberapa kelemahan substansi hukum yang sehingga perlu 
penyempurnaan atau pengaturan lebih lanjut untuk mendukung efektivitas 
penegakan hukum lingkungan, yaitu: 
a. Salah satu instrumen hukum baru dalam perencanaan lingkungan 
menurut UUPLH-2009 adalah RPPLH (Pasal 9-11).  RPPLH 
nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah, sementara di daerah 
diatur dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda 
RPPLH disusun berdasarkan Peraturan pemerintah RPPLH, 
sementara Peraturan Pemerintah yang dimaksud tandem hingga 
saat ini. Sebagai akibatnya daerah yang telah menyusun Perda 
RPPLH hanya berupa aturan diam, padahal RPPLH menjadi dasar 
dalam pemanfaatan SDA termasuk pemanfaatan pengelolaan 
sampah. 
b. Instrumen hukum baru lain dalam hal pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta 
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izin pengelolaan kegiatan usaha persampahan, yakni KLHS (Pasal 
15-18). Dalam Pasal 15 UU ini ditegaskan bahwa pemerintah dan  
pemerintah daerah wajib membuat KLHS dan melaksanakannya 
ke dalam penyusunan dan/atau evaluasi RTRW, RPJP/RPJM, dan 
kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi 
menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. 
Ketentuan ini seharusnya dilengkapi pula dengan reward bagi 
yang melaksanakannya dengan baik dan sanksi bagi pemerintah 
atau pemerintah daerah yang tidak membuat dan atau tidak 
melaksanakannya. 
c. Ketentuan perizinan lingkungan menurut UUPPLH-2009 sudah 
terintegrasi dengan Izin Usaha dan/atau kegiatan. Sayangnya, 
ketentuan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 36-41 
UUPLH-2009 dan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 
dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 tahun 2011 
tentang perizinan, belum mengatur secara jelas apakah izin usaha 
yang dimaksud merupakan izin yang baru yang mengintegrasikan 
beberapa jenis izin sebelumnya yang terkait atau hanya “sekedar” 
mengakui beberapa jenis izin yang telah ada dengan nama izin 
lingkungan. Jneis izin yang mana yang akan diintegrasikan/dilebur 
menjadi izin lingkungan tidak ada penegasan. Dalam upaya 
penyederhanaan perizinan, seharusnya semua jenis izin yang dapat 
diintegrasikan kedalam izin lingkungan yaitu: izin HO, izin 
mengeluarkan emisi dan/atau gangguan dari sumber tidak 
bergerak, izn pembuangan limbah (gas, padat, cair), izin usaha 
kegiatan pengelolaan sampah, dan izin lokasi. 
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d. Perlu penyempurnaan ketentuan wajib Amdal sebagaimana diatur 
dalam PERMEN LH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana 
usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup. Dalam PERMEN LH ini ketentuan 
wajib atau tidak wajib Amdal semacam “ketentuan karet”. 
Menurut pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMEN LH ini bahwa jika 
jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal 
di luar Lampiran, sebaiknya, meskipun termasuk dalam daftar 
Lampiran tidak secara otomatis juga wajib memiliki Amdal. 
Ketentuan semacam ini selain tidak memenuhi prinsip perundang-
undangan yang baik, juga dapat digunakan oleh oknum pejabat 
untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 
e. Peraturan Daerah kota Makassar No. 4 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Sampah tidak mengatur sanksi uang paksa, padahal 
jenis sanksi ini merupakan alternatif jika sanksi paksaan 
pemerintah sulit diterapkan. Sebagai sanksi administratif. Sebagai 
sanksi alternatif, maka pengenaan uang paksa harus didasarkan 
pada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur 
jenis sanksi ini, terlebih dahulu harus diatur dengan tegas dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar no. 4 tahun 2011. Dalam pasal 
43 PERDA kota Makassar diatur denda administratif atas setiap 
keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi 
uang paksa tidak sama dengan denda administrasi, karena uang 
paksa yang dibebankan tersebut akan hilang untuk tiap kali 
pelanggaran diulangiatau tiap hari pelanggaran masih berlanjut, 
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sedangkan sanksi denda administrasi tidak demikian dan tidak 
dapat dijadikan lahan kolusi dan korupsi. 
f. Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 tahun 2011 
mengatur sanksi pidana bagi yang melanggar izin kegiatan usaha, 
kegiatan dumping limbah sudah tentu menjadi penyebab 
terjadinya pencemaran lingkungan, dan telah mengakibatkan 
pelanggaran dan sebagai tolok ukur yuridis pencemaran 
lingkungan. Mengenai izin kegiatan usaha telah menjadi sebuah 
pelanggaran pengelolaan sampah yang dapat merugikan 
masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. 
2. Aspek Kelembagaan dan Aparatur Penegak Hukum 
 Penegakan hukum dalam tercapainya Peraturan Daerah Kota 
Makassar akan efektif jika dilaksanakan oleh kelembagaan yang memiliki 
wewenang yang kuat, aparatur penegak hukum yang handal dan memiliki 
integritas yang tinggi. Sayangnya dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
no. 4 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah tidak mengatur secara 
tegas kelembagaan lingkungan dimaksud, baik mengenai nomenklatur 
maupun tugas dan fungsinya. Kelembagaan lingkungan hidup di pusat saat 
ini adalah Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), sementara di daerah 
adalah Badan atau Kantor Lingkungan Hidup. 
 Jika merujuk pada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian 
Negara Pasal 4 Ayat (2) c dan Pasal 5 Ayat (3) Kementrian Lingkungan 
Hidup hanya bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka 
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.14 Ini berarti 
Kementrian Lingkungan Hidup tidak ubahnya sebagai lembaga yang 
                                                          
14
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian 
Negara, (Lembaran Negara). 
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bersifat nonport folio sehingga tidak memiliki wewenang yang kuat dalam 
penegakan hukum.  
  Dalam konteks Otonomi Daerah, untuk memperkuat kelembagaan 
lingkungan di daerah, Menurut Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, ada 
beberapa usulan yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 
a. Mempertegas kewenangan institusi pengendali lingkungan di 
daerah yang selama ini tidaklah bersifat ekslusif (bukan 
wewenang penuh) , tetapi bersifat inklusif (koordinatif). Sifat 
koordinatif bisa efektif apabila masing-masing sektor bersedia 
untuk dikoordinasi dan tidak ada ego sektoral, dan ini bukanlah 
hal yang mudah dilakukan. 
b. Memperkuat dan menaati aturan hukum yang relevan dengan 
peran kelembagaan. Misalnya seluruh kegiatan pembangunan 
harus didasarkan atau sesuai dengan perencanaan penataan 
ruang. 
c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dari aparat 
institusi pengelola lingkungan. Pengembangan ini selain 
diarahkan kepada kepemimpinan, juga pengembangan 
semangat corporate, yaitu semangat menjalankan visi dan misi 
institusi dengan paradigma berpikir tidak sekedar menjalankan 
perintah atau tugas dari atasan, tetapi benar-benar profesional 
dan etos melindungi lingkungan. Penegakan hukum lingkungan 
termasuk didalamnya pengelolaan sampah dapat berjalan 
efektif apabila aparat institusinya mempunyai integritas dan 
komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. 
d. Mendorong tumbuhnya dukungan legislatif dan eksekutif agar 
memiliki perhatian terhadap environmental rights and justice. 
e. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat 
digunakan untuk mengetahui kapasitas dan kinerja institusi 
lingkungan hidup dalam menjalankan misi dan fungsinya.15 
 Mengenai kemampuan dan integritas penegak hukum (pejabat 
administrasi negara, jaksa, polisi, dan hakim) merupakan hal yang sangat 
esensial dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak kasus lingkungan 
yang gagal di pengadilan karena rendahnya kemampuan, integritas dan 
moral penegak hukum. Bukan rahasia lagi banyak proses peradilan yang 
sarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme, sehingga perkara cenderung 
gagal di pengadilan atau dimenangkan oleh pihak yang berkemampuan 
                                                          
15
 Arief Hidayat dan Adji Samekto, Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era 
Otonomi Daerah, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2007), h. 115-120. 
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secara ekonomis. Keberhasilan penegakan hukum lingkungan memerlukan 
penegak hukum yang cerdas, jujur, amanah, dan tidak tergoda oleh uang, 
jabatan atau apapun. Dalam kaitan ini, tepatlah jika dikatakan bahwa 
hakim itu tidak hanya memeriksa dan mengadili perkara, tetapi secara 
progresif menjadi “vigilante” bagi bangsanya. Mereka tidak hanya 
memeriksa dan mengasili perkara, tetapi negarawan yang memikirkan 
keadaan dan nasib bangsanya. Kode etik penegak hukum juga harus 
dijunjung tinggi dan pelanggaran terhadapnya harus dikenakan sanksi. 
Khusus untuk perilaku hakim dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU No. 
22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 
3. Aspek Budaya Hukum Masyarakat 
  Budaya hukum masyarakat, dalam pengertian kesadaran 
masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum merupakan salah satu faktor 
yang menentukan efektivitas penegakan hukum diantaranya Peraturan 
Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. 
Biasanya masyarakat akan patuh terhadap hukum karena menganggap 
hukum yang ada akan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat 
atau menguntungkan bagi mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara 
empiris memang ada nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang selama ini 
berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan kata lain memiliki 
keberlakuan faktual dan empiris. Karena itu, nilai-nilai kearifan lokal 
tentang lingkungan khusunya terhadap pelanggaran izin kegiatan usaha 
pengelolaan sampah perlu terus digali dan dikembangkan dalam sistem 
hukum lingkungan umum. Tidak kalah pentingnya bahwa peran serta 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan izin kegiatan usaha 
pengelolaan sampah diakui dalam UUPLH harus terus diberdayakan, 
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misalnya melalui kemudahan akses informasi dan partisipasi masarakat 
dalam proses pengambilan keputusan, pemberian penghargaan atas 
kepeloporan, dan sebagainya. Selain itu, juga menggunakan instrumen 
kebijakan yang bersifat sukarela, seperti audit kegiatan usaha pengelolaan 
sampah dilingkungan sekitar dan penerapan standar-standar lingkungan. 
Terlepas dari hal tersebut perlu dipahami bahwa gagalnya penegakan hukum 
di bidang perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah berawal dari tidak 
adanya tata kelola pemerintahan yang baik dibidang perizinan kegiatan 
usaha pengelolaan sampah (good environmental governance), karena 
penegakan hukum sangat tergantung pada good governance. Hukum 
lingkungan hanya bisa menjadi efektif dalam Goog governance. Good 
governance yang dimaksudkan adalah adanya dan berfungsi baiknya 
beberapa perangkat kelembagaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan 
kepentingan masyarakat (dalam hal ini dibidang perizinan kegiatan usaha 
pengelolaan sampah) bisa dijamin dengan baik. Ini mencakup adanya 
birokrasi yang bersih, efisien, adanya legislatif yang aspiratif dan tanggap 
terhadap kepentingan masyarakat dan menjadi alat kontrol yang baik dan 
konstruktif bagi birokrasi peemerintah, adanya sistem penegakan hukum 
yang kredibel, termasuk aparat penegak hukum yang mempunyai integritas 
yang baik, serta adanya masyarakat (civil society) yang kuat untuk 
memperjuangkan kepentingan warga serta mengontrol lembaga pemerintah. 
Juga termasuk didalamnya adanya distribusi kekuasaan yang seimbangdan 
saling mengontrol lembaga pemerintah. Juga termasuk di dalamnya adanya 
distribusi kekuasaan yang seimbang dan saling mengontrol secara 
59 
 
konstruktif, bukan demi kepentingan para pemegang kekuasaan, melainkan 
demi kepentingan rakyat banyak di bidang lingkungan.16 
 Siklus pegaturan hukum perencanaan kebijakan lingkungan terdiri dari (1) 
peraturan perundang-undangan, (2) penentuan standar-standar lingkungan 
(regulation/setting standard), (3) pemberian izin (licensing/issueing permits), (4) 
pelaksanaan peraturan (Implementation), dan (5) penegakan hukum lingkingan 
(environmental law enforcement/control).17 Penegakan hukum lingkungan 
merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (regulatory chain) 
perencanaan kebijakan lingkungan. Sekaligus sebagai langkah yang dapat 
ditempuh dalam tercapainya aturan Perundang-undangan tentang lingkungan 
termasuk Peraturan Daerah Kota Makassar no. 4 tahun 2011 tentang pengelolaan 
sampah. Penegakan hukum lingkungan terdiri dari penegakan hukum 
administrasi, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata. 
Penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan khususnya pada perizinan 
kegiatan usaha pengelolaan sampah bertujuan untuk penataan peraturan 
Perundang-undangan lingkungan dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan 
Perundang-undangan atau perizinan. Secara lebih spesifik, penegakan hukum 
administrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi 
persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan, sedangkan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dan 
keperdataan bertujuan selain untuk pemulihan lingkungan, juga untuk 
menghukum pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.18  
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 Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, “Hukum Lingkungan Perspektif Global  dan 
Nasional “ (Jakarta: Rajawali Pers 2014), h. 235-242. 
17
 Siti Sundari Rangkuti, “Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan 
Nasional”, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000), h. 379. 
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 Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. “Hukum Lingkungan Perspektif Global dan 






Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa; 
1. Berdasarkan Peratutan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Sesuai dengan yang 
diterangkan pada Pasal 33 ayat (1) bahwa setiap orang yang 
memiliki kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin 
dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Dan pada BAB 
XV dijelaskan Sanksi Administratif pada Pasal 43 ayat (2) bahwa 
sanksi administratif dapat berupa paksaan pemerintah, uang paksa, 
pembekuan izin untuk sementara, dan pencabutan izin, dan 
BABXVII dijelaskan mengenai Ketentuan Pidana pada Pasal 45 
ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah 
tampa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Dalam 
hal ini, penegakan Peratutan Daerah Kota Makassar Nomor 4 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah belum efektif. Karena 
masih terdapat beberapa kesulitan dalam proses pengurusan 
perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah, kemudian masih 
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memiliki 
izin kegiatan usaha pengelolaan sampah. 
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2. Faktor penghambat penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2011 antara lain, kurangnya kesadaran wajib izin usaha 
pengelolaan sampah, kurangnya pengawasan dari pihak yang 
berwenang, serta belum tegasnya penerapan sanksi terhadap 
pelanggaran izin kegiatan usaha pengelolaan sampah, karena 
pemerintah masih berfokus pada edukasi dan pembinaan terhadap 
masyarakat. 
3. Langkah-langkah yang harus di tempuh dalam tercapainya 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar no. 4 tahun 2011 
tentang Pengelolaan Sampah dari beberapa aspek antara lain, aspek 
substansi hukum (Peraturan Perundang-undangan), aspek 
kelembagaan dan aparatur penegak hukum, aspek kelembagaan dan 
aparatur penegak hukum. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Dengan adanya aturan yang jelas dalam hal perizinan kegiatan 
usaha pengelolaan sampah diharapkan dapat menjadi panduan agar 
terciptanya lingkungan yang aman, sehat dan tidak berbahaya 
sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera. 
2. Kemudian diperlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah yang 
berwenang dalam penegakan pelanggaran izin kegiatan usaha 
pengelolaan sampah agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 
bisa ditindak lanjuti. 
3. Kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap 
Peraturan Daerah yang akan diterapkan sehingga masyarakat tahu 
bagaimana dan dimana mereka harus mengurus proses pengurusan 
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izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dan juga masyarakat lebih 
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